
 

 
 
 

 
 

BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR  15  TAHUN 2026 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PAKAIAN DINAS 

APARATUR SIPIL NEGARA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMENEP, 

 
Menimbang 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mengingat 
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a. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 14 Tahun 
2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi 
dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Sumenep tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 14 Tahun 2026 
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara. 

 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5888), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6264); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 
2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Menetapkan     

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
: 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5); 
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 67 Tahun 2025 

tentang Busana Budaya Keraton dan Busana Khas 
Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 
2025 Nomor 68); 

13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 14 Tahun 2026 
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2026 Nomor 14). 

 
 

MEMUTUSKAN 
 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 14 TAHUN 
2026 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL 

NEGARA. 
 

Pasal I 

 
Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 17 dalam Peraturan 
Bupati Sumenep Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pakaian 

Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2026 Nomor 14) dihapus, sehingga Pasal 

17 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 17 

 
(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik 

Indonesia sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf h digunakan pada saat : 
a. Dihapus. 

b. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik 
Indonesia; 

c. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; 

d. upacara hari besar nasional; dan 
e. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang 

diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik 
Indonesia. 

 

 
 
 

 
 

 
 



Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep. 

 
Ditetapkan di : Sumenep 

pada tanggal  : 22 April 2026 
 

BUPATI  SUMENEP 

 
 
 

 
ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO 

 

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH 

KABUPATEN SUMENEP 

 

TANGGAL : 22 April 

TAHUN     : 2026      NOMOR : 15 
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